
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR  2  TAHUN  2008 
 

TENTANG  
 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2004 

TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH 
KABUPATEN PEMALANG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PEMALANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai 
dengan perubahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah; 

  b.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu 
dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Kabupaten Pemalang. 

 
Menimbang : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

  3.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan. 

 
Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN  PEMALANG 

DAN 
BUPATI PEMALANG 

 
MEMUTUSKAN    : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG 
POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi 
Pemerintah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 
Nomor 18 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. 

 
 

 Ditetapkan di Pemalang 
 pada tanggal 19 Maret 2008 
  

 BUPATI PEMALANG, 
 Cap  
 ttd 
  
 H.M. MACHROES 
  

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 24 April 2008  
  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  
Cap   

                         ttd  
  

SANTOSO  
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR  2 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR  2   TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH                                                       
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG                                             
POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

 
 

I. UMUM 
  
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arahan 
dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, 
efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

 Besaran organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya 
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah dan cakupan tugas yang 
meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas 
wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi 
daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani sarana prasarana 
penunjang tugas.Dengan demikian mengenai jumlah susunan organisasi 
perangkat daerah disesuaikan dengan beban tugas. Sehubungan dengan hal 
tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dicabut dan 
tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.  

  
  
II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pasal 1 
  Cukup jelas 
 Pasal 2 
  Cukup jelas 
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